
 

 
BUPATI YAHUKIMO 
PROVINSI PAPUA 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI YAHUKIMO 
NOMOR :  49      TAHUN 2022 

 

TENTANG 
 

PEDOMAN PELAKSANAAN  
SISTIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI YAHUKIMO, 

Menimbang 

 

: 

 

bahwa untuk meningkatkan kualitas manajemen kinerja dan 
mewujudkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten 

Yahukimo, diperlukan adanya Pedoman Pelaksanaa Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Yahukimo yang ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati Yahukimo. 

Mengingat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 

Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten 
Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2909); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 
tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran   

Negara   Republik   Indonesia  Tahun  2021 Nomor    155,   
Tambahan Lembaran    Negara    Republik Indonesia Nomor 

6697); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong 

Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan 
Bintang, Kabupaten yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten 
Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, 

Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk 
Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wandoma Di Provinsi Papua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4245); 
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4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara RI  Nomor 4286) ; 

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4663); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114 ); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 ); 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo. 

  
MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan   : PERATURAN BUPATI YAHUKIMO TENTANG PEDOMAN 

PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 

INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN YAHUKIMO. 

 
Pasal 1 

Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo adalah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati Yahukimo ini. 

Pasal 2 

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan petunjuk bagi unit-

unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam menyusun 
dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Yahukimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-4- 

Pasal 3 

Peraturan Bupati Yahukimo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati Yahukimo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Yahukimo. 

Ditetapkan di Sumohai 
Pada Tanggal : 14 Oktober 2022 

 

 BUPATI YAHUKIMO, 
 

CAP/TTD 
 

DIDIMUS YAHULI 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Untuk salinan yang sah sesuai 
Dengan yang asli 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
 

VISDITA A. RAHAYAAN 

NIP.19851122 200909 1009 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Diundangkan di : Sumohai 

Pada tanggal      : 14 Oktober 2022 
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO 

 
 
                             CAP/TTD 

 
ARON WANIMBO, SE, M.Si 

BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR  49 

 


